WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR ©°2 TAHUN 2023
TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
Laporan Keuangar: Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
2022 Nomor 4.B/LHP/XIX.BJM/05/2023, tanggal 04 Mei
2023;

bahwa piutang retribusi pelayanan pasar sebelum tahun
2020 berpotensi kedaluwarsa dikarenakan data wajib
retribusi tidak tersedia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang
Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang



10.

11.

12.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6857);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kota BanjarmasinNomor 6 Tahun 2020
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota



Memperhatikan

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

Banjarmasin Tahun 2020 Nmor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61):

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2022 Nomor 7);

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 4.B/LHP/XIX.BJM/05/2023,
tanggal 04 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin didukung
dengan data yang valid sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputasan Wali Kota ini.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diteteapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

+-

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR €32 TAHUN 2023
TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR PADA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Jenis Piutang Jumlah (Rp.) |
Retribusi Sewa Toko Tahun 2009-2013 2.202.448.669,00
Penempatan Los Pasar 2009 1.295.600.833,00
Retribusi Sewa Toko Unfix 2013-2018 1.490.055.199,76
Total 4.988.104.696,76

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



